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Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(UU 6/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara : Proses pembentukan UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945. 

Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

Tanggal Putusan : Senin, 2 Oktober 2023. 

Ikhtisar Putusan : 

 Para Pemohon adalah kelompok perseorangan yang memiliki kepentingan yang 

sama dan tergabung dalam organisasi serta federasi serikat buruh atau serikat pekerja yang 

masing-masing telah terdaftar secara resmi pada kementerian, instansi atau dinas terkait 

yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara (atau dengan nama 

jabatan lain) sesuai dengan ketentuan AD/ART masing-masing organisasi. Para Pemohon 

beranggapan pembentukan UU 6/2023 telah mengubah sebagian isi Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003), sehingga secara 

langsung memberikan kerugian terhadap usaha dan upaya para Pemohon untuk 

memperjuangkan hak-hak buruh dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih layak sebagai 

visi, misi, fungsi dan tujuan sebagaimana telah ditentukan dalam AD/ART masing-masing 

organisasi. Para Pemohon juga beranggapan pembentukan UU 6/2023 telah menimbulkan 

kerugian hak konstitusional para Pemohon, baik secara faktual maupun potensial, 

khususnya hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, penghidupan yang layak, 

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, layak, serta jauh dari sistem perbudakan 

dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 

28C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, para 

Pemohon memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan dengan UU 13/2003 yang diubah, 

dihapus, atau ditetapkan dengan ketentuan yang baru dalam UU 6/2023. 
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          Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa 

oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu 

UU 6/2023 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 

         Terkait dengan jangka waktu pengajuan permohonan formil, menurut para Pemohon, 

permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil suatu 

undang-undang, yaitu 45 hari sejak diundangkan dalam Lembaran Negara dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia. 

         Mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan formil, menurut Mahkamah, oleh 

karena UU 6/2023 diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam 

Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856, 

sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan uji formil undang-undang a quo 

jatuh pada tanggal 14 Mei 2023. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh 

Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 

Nomor 49/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon 

diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu 

undang-undang. 

Mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Mahkamah menilai 

para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai kelompok perorangan warga negara 

Indonesia yang memiliki kepentingan yang sama dan tergabung dalam organisasi atau 

federasi serikat buruh atau pekerja. Selain itu, menurut Mahkamah, para Pemohon juga 

memiliki hubungan pertautan langsung dengan UU 6/2023 karena materi muatan norma 

dalam UU 6/2023 berkaitan erat dengan bidang ketenagakerjaan yang menjadi perhatian 

utama para Pemohon untuk memperjuangkan hak-hak buruh/pekerja sebagai upaya 

meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas 

dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 

6/2023, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 

Namun sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, terhadap 

pengujian formil UU 6/2023 sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara a 

quo, terdapat beberapa perkara lain yang sedang diperiksa oleh Mahkamah dengan objek 

pengujian konstitusionalitas yang sama, yaitu dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, 

Nomor 41/PUU-XXI/2023, Nomor 46/PUU-XXI/2023, dan Nomor 50/PUU-XXI/2023. Setelah 

mencermati dengan saksama dalil permohonan pemohon di masing-masing perkara 

tersebut, Mahkamah menilai, perkara a quo memiliki dalil-dalil yang lebih banyak 

sebagaimana telah diuraikan di atas. Sementara itu, untuk perkara yang lain terdapat dalil-

dalil yang secara substansi pada pokoknya memiliki kesamaan uji formil dengan perkara a 

quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sepanjang terhadap dalil permohonan yang sama 

dan saling berkaitan maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara a quo akan 

dijadikan rujukan dalam perkara-perkara yang lain. Sedangkan terhadap dalil yang berbeda 

untuk perkara yang lain, akan dipertimbangkan sesuai dengan dalilnya pada masing-masing 

perkara. Dengan demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan 

terlebih dahulu terhadap perkara a quo 

Terhadap dalil para Pemohon mengenai persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang-

undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023 adalah dilakukan 

di luar Masa Sidang III DPR RI Tahun 2022/2023, yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 

sampai dengan 16 Februari 2023, yang merupakan masa sidang berikutnya untuk 

mengesahkan Perppu 2/2022 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Mahkamah berpendapat, sebagai main state actor, Presiden memiliki peran sekaligus 
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tanggung jawab terhadap keberhasilan suatu negara dalam menghadapi setiap 

permasalahan kebangsaan maupun ketatanegaraan. Artinya, baik buruknya, berhasil atau 

tidaknya suatu pemerintahan sangat banyak berada di tangan Presiden. Oleh karena itu, 

dalam batas penalaran yang wajar, Presiden diberi hak eksklusif untuk mengambil 

keputusan berdasarkan penilaian subjektif dalam hal terjadinya kegentingan yang memaksa 

harus bertindak cepat dan tepat untuk mengantisipasi kondisi yang cenderung memburuk 

dan mengatasi situasi krisis yang sedang melanda negaranya dengan cara-cara yang luar 

biasa. Dikatakan luar biasa karena sebenarnya cara-cara tersebut adalah cara yang tidak 

lazim bahkan ditengarai “abnormal” atau di luar dari tatanan umum yang berlaku. Bahkan 

secara ekstrim, cara tersebut dalam keadaan normal dapat dinilai sebagai sebuah anomali 

bahkan “abnormal”, sehingga cara untuk memahami dan menilai cara-cara luar biasa 

demikian itu adalah dengan menggunakan perspektif inovatif seperti out off the box, in casu, 

kemendesakan yang tepat dan kemanfaatan (doelmatigheid) yang menitikberatkan pada 

pemenuhan tujuan atau manfaat yang diharapkan oleh pemerintah yang dilakukan secara 

cepat, efektif dan efisien dalam rangka memberikan kemaslahatan umum dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Selanjutnya sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas proses persetujuan atas 

RUU tentang Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi UU 6/2023, penting bagi Mahkamah untuk 

terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan antara bentuk, karakter, dan kerangka hukum 

sebuah undang-undang dengan undang-undang yang berasal dari perppu, karena menurut 

Mahkamah, dikotomisasi antara keduanya akan menentukan nilai konstitusionalitas formal 

atau prosedural pembentukan masing-masing undang-undang tersebut. Secara konseptual, 

undang-undang sebagaimana yang dipahami sebagai “wet in formele zin” merupakan 

sebuah produk hukum yang dibentuk oleh parlemen dan pemerintah. Berdasarkan 

pengertian tersebut kemudian dalam hal kewenangan pembentukannya oleh konstitusi 

diletakkan sebagai kekuasaan DPR [vide Pasal 20 ayat (1) UUD 1945], di mana setiap 

materi muatannya dibahas bersama DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan 

bersama [vide Pasal 20 ayat (2) UUD 1945]. Kerangka hukum konstitusional demikian, 

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) yang 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (selanjutnya disebut UU 13/2022). Norma Pasal 1 angka 3 UU 12/2011 

menentukan bahwa Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sebagai bagian dari peraturan perundang-

undangan, maka pembentukan undang-undang (formal) terikat pada asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas kejelasan tujuan, 

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan 

materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan 

dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011]. Selanjutnya, terkait dengan materi muatan 

norma yang harus diatur dalam undang-undang, meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai 

ketentuan UUD 1945, perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, 

pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah 

Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat [vide Pasal 10 ayat 

(1) UU 12/2011]. Selain itu, proses pembentukan suatu undang-undang harus memenuhi 

rangkaian tahapan yang terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan dan pengundangan. Sekalipun materi muatan perppu sama dengan materi 

muatan undang-undang [vide Pasal 11 UU 12/2011], pada hakikatnya antara keduanya 
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terdapat perbedaan yang prinsip. Undang-undang harus mendapat persetujuan bersama 

DPR dan Presiden sebelum disahkan dan diundangkan, sedangkan perppu oleh karena 

adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan perppu dan 

langsung diundangkan, di mana persetujuan (approval) dari DPR tersebut adalah setelah 

perppu tersebut berlaku. Konsekuensi dari syarat kegentingan yang memaksa, maka 

tahapan dalam pembentukan sebuah RUU (yang terdiri dari tahap perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan) tidak dapat diberlakukan 

terhadap perppu. Demikian pula baik dalam penetapan perppu maupun dalam proses 

persetujuan di DPR, tidak relevan untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna 

(meaningful participation) secara luas karena situasi kegentingan yang memaksa, sehingga 

persetujuan DPR dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan yang sejatinya 

merupakan representasi dari kehendak rakyat. 

Kemudian Mahkamah memandang penting untuk mempertimbangkan peristiwa, 

situasi dan kondisi riil yang secara relevan dapat mempengaruhi proses pembentukan suatu 

undang-undang yang berasal dari perppu. Namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, 

Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta hukum secara kronologis dalam proses 

pembentukan UU 6/2023, berdasarkan waktu adalah sebagai berikut: 

1. Perppu 2/2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6841. Pengundangan tersebut bertepatan dengan 

tenggang waktu Masa Persidangan II DPR, yang dimulai dari tanggal         1 

November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023. 

2. Pada tanggal 9 Januari 2023, Presiden menyampaikan Surat Nomor:                       

R-01/Pres/01/2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja kepada DPR, bertepatan dengan berakhirnya Masa Persidangan II DPR 

yang diterima oleh DPR pada tanggal 9 Januari 2023.  

3. Pada tanggal 14 Februari 2023, bertepatan dengan Masa Persidangan III DPR yang 

dimulai pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023, Rapat 

Badan Musyawarah DPR RI menugaskan Badan Legislasi DPR RI sebagai Alat 

Kelengkapan yang membahas RUU berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk 

membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.  

4. Untuk menindaklanjuti surat tersebut, Badan Legislasi DPR RI mulai melakukan 

pembahasan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka 

Pembahasan RUU a quo dengan agenda Penjelasan Pemerintah atas Perppu 

2/2022 serta melakukan Rapat Pleno dengan agenda rapat dengar pendapat umum 

dengan narasumber/pakar dari unsur akademisi pada tanggal 14 Februari 2023.  

5. Pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi DPR RI melaksanakan pembahasan 

dalam Rapat Panja RUU a quo, untuk dimintakan persetujuan dari Anggota Panja. 

6. Pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi DPR RI melaksanakan Rapat Kerja 

dengan Pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I dan memutuskan bahwa 

RUU a quo disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, yaitu dalam Rapat 

Paripurna DPR RI. Pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat I diambil 
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setelah mendengar pendapat 9 (sembilan) fraksi di DPR RI, yang di dalamnya 

terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak.  

7. Pada tanggal 21 Maret 2023, bertepatan dengan Masa Persidangan IV DPR yang 

dimulai pada tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023, 

dilaksanakan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda yaitu Pembicaraan Tingkat 

II RUU a quo. Dalam rapat tersebut, secara resmi disetujui RUU tentang penetapan 

Perppu 2/2022 menjadi undang-undang. Tercatat terdapat 7 (tujuh) fraksi yang 

menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak untuk menyetujui Perppu 2/2022 menjadi 

undang-undang.  

8. Pada tanggal 31 Maret 2023, Pemerintah menindaklanjuti dengan mengundangkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856. 

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah dapat memahami adanya 

kebutuhan waktu yang diperlukan oleh DPR dalam melakukan pembahasan dan pengkajian 

yang lebih mendalam yang berujung pada penilaian atas RUU 6/2023 yang diajukan oleh 

Presiden di penghujung berakhirnya Masa Persidangan II DPR Tahun 2022-2023. Terlebih, 

berdasarkan Pasal 52 UU 12/2011, sebenarnya Presiden memiliki waktu untuk mengajukan 

RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dapat dilakukan bersamaan 

dengan waktu penetapan  perppu atau dilakukan sampai dengan berakhirnya satu masa 

persidangan DPR setelah perppu ditetapkan. Faktanya, Presiden mengajukan RUU 6/2023 

pada penghujung masa persidangan II DPR (9 Januari 2023). Hal demikian menurut 

Mahkamah menunjukkan adanya itikad baik (good faith) dari Presiden untuk segera 

mendapatkan kepastian hukum terhadap perppu yang telah ditetapkan. Sementara, 

tenggang waktu yang disediakan oleh UU 12/2011 untuk mengajukan RUU a quo adalah 

sampai dengan berakhirnya masa persidangan III DPR, karena perppu dimaksud harus 

terlebih dahulu diajukan oleh Presiden ke DPR dalam persidangan yang berikut [vide Pasal 

52 ayat (1) UU 12/2011]. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah dapat 

menerima rangkaian tahapan proses pembahasan sampai dengan persetujuan yang telah 

dilakukan DPR sebagaimana fakta hukum secara kronologis dalam proses pembentukan UU 

6/2023 yang telah diuraikan pada sub-Paragraf [3.14.5] di atas. Adanya penambahan jangka 

waktu pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan menyetujui atau menolak RUU 

6/2023 yang memerlukan 2 (dua) Masa Sidang setelah penetapan Perppu 2/2022, yaitu 

pada Masa Sidang IV DPR tahun 2022-2023 dan tidak terdapat adanya upaya untuk 

membuang-buang waktu (wasting time) dalam membahas dan memberikan persetujuan 

Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 serta tidak melampaui atau masih dalam tenggang waktu 

masa sidang IV bagi undang-undang a quo sehingga memiliki dasar alasan yang kuat, 

rasional dan adil serta masih dalam pengertian “persidangan yang berikut” sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut 

maka dalil para Pemohon yang menyatakan proses persetujuan Perppu 2/2022 menjadi 

undang-undang pada tanggal 21 Maret 2023 yang terkait dengan “persidangan yang berikut” 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan 

menurut hukum. 

Terhadap dalil para Pemohon terkait Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 

6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar prinsip ihwal kegentingan 
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memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait meaningful 

participation. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, pasca 

perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan oleh MPR semata, 

melainkan dilaksanakan menurut undang-undang dasar [vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], 

sehingga kekuasaan negara dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat terdistribusi 

kepada masing-masing cabang kekuasaan lembaga negara yang saling mengawasi dan 

mengimbangi antara satu sama lain berdasarkan prinsip “checks and balances” sesuai 

dengan fungsinya masing-masing yang mengacu pada tujuan negara yang termuat dalam 

konstitusi. Perppu yang merupakan hak prerogatif Presiden sebagai bentuk extraordinary 

rules dalam menanggulangi keadaan kegentingan yang memaksa adalah bersifat 

sementara, sehingga diperlukan proses review yang berujung pada persetujuan DPR untuk 

dapat berlaku definitif menjadi undang-undang atau ditolak. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memberikan parameter terhadap kegentingan yang 

memaksa adalah dalam rangka memberikan tafsir konstitusional sebagai pedoman bagi 

Presiden dalam membuat perppu dan sekaligus juga sebagai pedoman DPR dalam 

mengawasi, menilai, dan memberikan persetujuan terhadap perppu sebelum disetujui 

menjadi undang-undang. Artinya, ketika sebuah perppu telah mendapat persetujuan DPR 

menjadi undang-undang, maka sejatinya perppu tersebut secara substantif dan definitif telah 

menjadi undang-undang. Sehingga, ruang penilaian terhadap parameter kegentingan yang 

memaksa hanya ada di DPR dan telah selesai ketika DPR memberikan persetujuannya. 

Andaipun Mahkamah hendak menilai, quad non, proses terbitnya perppu a quo telah 

memenuhi syarat kegentingan yang memaksa karena UU 11/2020 telah diperbaiki dan 

diganti dengan Perppu 2/2022 [vide Konsiderans Menimbang huruf f Perppu 2/2022], hal 

tersebut sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori. Terlebih, membuat/revisi UU 

11/2020 secara prosedur biasa memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan 

yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dengan demikian, berdasarkan 

pertimbangan hukum tersebut maka dalil permohonan para Pemohon yang mempersoalkan 

Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden 

dengan melanggar hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter yang 

telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-

VII/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum. 

Selanjutnya para Pemohon juga mendalilkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal 

lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan pembentuk undang-undang 

memperbaiki kembali prosedural formal pembentukan UU 11/2020, bukan menerbitkan 

perppu. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, penetapan Perppu 

2/2022 a quo merupakan pilihan kebijakan hukum Presiden (presidential leadership legal 

policy) yang sesuai dengan konstitusi dan merupakan satu kesatuan rangkaian dari upaya 

pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi terhadap UU 11/2020 yang pada 

akhirnya berujung pada diundangkannya UU 6/2023 sebagai hasil akhir perubahan terhadap 

UU 11/2020 sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. Terlebih, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 11 UU 12/2011, 

kedudukan perppu adalah sederajat dengan undang-undang dan materi muatan perppu 

sama dengan materi muatan undang-undang. Artinya, perbaikan terhadap UU 11/2020 yang 

dituangkan ke dalam bentuk hukum Perppu 2/2022 yang kemudian telah disetujui oleh DPR 

menjadi UU 6/2023 adalah memiliki kedudukan dan materi muatan yang sama dengan 

perbaikan dalam bentuk undang-undang, karena pilihan bentuk hukum, apakah dalam 

bentuk undang-undang atau perppu adalah domain pembentuk undang-undang dan pada 
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dasarnya telah sesuai atau setidak-tidaknya tidak melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terlebih, menurut Mahkamah, tidak terdapat pelanggaran 

terhadap prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum karena 

proses pembahasan perppu yang menjadi undang-undang justru merupakan wujud 

pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam negara 

hukum yang demokratis. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan para 

Pemohon yang menyatakan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah 

ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki kembali 

prosedural formal pembentukan UU 11/2020, bukan dengan menerbitkan perppu adalah 

tidak beralasan menurut hukum. 

Selanjutnya para Pemohon mendalilkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya 

UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait meaningful participation. Terhadap dalil para Pemohon a 

quo, Mahkamah berpendapat bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful 

participation) sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan kemudian diakomodir dalam norma Pasal 96 UU 13/2022 

dimaksudkan agar tercipta partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh 

dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks 

demikian, pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk mendengarkan, 

mempertimbangkan, dan memberikan penjelasan kepada semua pihak, khususnya pihak 

yang terdampak dan yang berkepentingan atas pilihan kebijakan yang diambil atau 

ditetapkan tidak dapat diterapkan dalam hal pilihan kebijakan berupa perppu. Oleh 

karenanya, dalam proses pembentukan sebuah undang-undang (biasa), meaningful 

participation wajib dilakukan pada seluruh tahapan, terlebih pada tahapan pengajuan, 

pembahasan, dan persetujuan. Namun demikian, berbeda halnya dalam proses persetujuan 

RUU yang berasal dari perppu, pelaksanaan meaningful participation tidak relevan lagi. 

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan Perppu 

2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan 

melanggar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait meaningful participation adalah tidak 

beralasan menurut hukum. 

selanjutnya para Pemohon juga mendalilkan model legislasi UU 6/2023 telah 

mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang executive-heavy dan otoriter 

seperti zaman orde baru. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, 

executive heavy merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem 

pemerintahan di mana kecenderungan penggunaan  kekuasaan atau otoritas eksekutif, 

terutama presiden atau kepala pemerintahan, memiliki pengaruh dan kendali yang kuat 

dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam kondisi 

tersebut, eksekutif biasanya memiliki wewenang yang lebih besar dibandingkan dengan 

cabang-cabang kekuasaan pemerintahan lainnya, seperti legislatif dan yudikatif. Secara 

historis, istilah executive heavy sering disematkan oleh para sarjana hukum Indonesia untuk 

menggambarkan implementasi sistem pemerintahan sebelum era reformasi tahun 1998 di 

mana kekuasaan pemerintahan bertumpu pada eksekutif (Presiden). Pandangan tersebut 

berpijak dari argumentasi bahwa konstitusi pada era tersebut memang memberikan porsi 

kewenangan yang lebih besar kepada cabang eksekutif dibandingkan cabang kekuasaan 

pemerintahan lainnya. Selain itu, realita politik dengan kepemimpinan tunggal yang kuat 

menempatkan Presiden dalam posisi sentral yang memiliki otoritas yang dominan dalam 
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mengarahkan pemerintahan dan mengambil keputusan, termasuk memegang kendali atas 

agenda legislatif dan memiliki kemampuan untuk memobilisasi mayoritas dalam parlemen. 

Namun, pasca perubahan UUD 1945, rancang bangun supra struktur politik di Indonesia 

mengalami perubahan yang signifikan, khususnya terkait dengan redistribusi kewenangan 

yang dimiliki oleh masing-masing cabang kekuasaan pemerintahan dengan penguatan 

prinsip checks and balances sehingga lepas dari stigma executive heavy. 

Oleh karena itu, berkenaan dengan isu konstitusionalitas terkait dengan proses 

pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu dan untuk memberikan kepastian 

hukum yang adil, memahami dinamika dan konteks persidangan di DPR, jenis dan karakter 

undang-undang yang menjadi lampiran dalam dokumen pengajuan perppu serta menurut 

penalaran yang wajar, penting bagi Mahkamah untuk menentukan tenggang waktu 

persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) 

UUD 1945. Terdapat sejumlah pilihan waktu guna memaknai frasa “persidangan yang 

berikut” yang penerapannya dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: (1) masa 

sidang DPR pada saat perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR; (2) masa sidang 

pertama DPR setelah perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR; (3) masa sidang pertama 

setelah berakhirnya tenggang waktu maksimal pengajuan perppu oleh Presiden kepada 

DPR. Penetapan tenggang waktu ini adalah semata-mata untuk menciptakan tertib hukum 

dalam hal persetujuan RUU yang berasal dari perppu dalam kerangka negara hukum yang 

demokratis berdasarkan konstitusi dan tidak mengurangi aspek kegentingan, 

kemendesakan, dan kesementaraan dari keberlakuan suatu perppu yang merupakan ciri 

khusus dari perppu itu sendiri. DPR dalam memberikan persetujuan perppu hendaknya juga 

mengedepankan prinsip itikad baik dalam proses dan tidak bersifat membuang-buang waktu 

(wasting time). Oleh karena itu, terhadap 3 (tiga) pilihan waktu atas pemaknaan frasa 

“persidangan yang berikut” tersebut, menurut Mahkamah, seyogianya diakomodir dalam 

undang-undang terkait bab khusus mengenai tata cara persetujuan RUU yang berasal dari 

perppu dan/atau oleh DPR dalam peraturan tata tertib (tatib) DPR yang khusus mengatur 

tentang tata cara pemberian persetujuan DPR atas RUU tentang penetapan perppu menjadi 

undang-undang dengan memedomani pertimbangan hukum dalam putusan ini. Jika pilihan 

waktu frasa “persidangan yang berikut” sebagaimana diuraikan di atas telah dinormakan 

dalam undang-undang dan/atau tatib DPR, maka Mahkamah dapat menggunakan aturan 

tersebut sebagai bagian dari parameter konstitusionalitas dalam menilai proses persetujuan 

RUU yang berasal dari perppu. Selain itu, dalam upaya memenuhi asas keterbukaan dalam 

rangka meaningful participation dalam proses pembentukan perundang-undangan pada 

umumnya, tidak termasuk undang-undang yang berasal dari perppu, DPR perlu 

mengembangkan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti 

SIMAS PUU, in casu aplikasi-aplikasi informasi yang terdapat dalam laman resmi DPR yang 

hendaknya dikelola secara lebih lengkap dan terintegrasi dengan laman 

kementerian/lembaga terkait untuk menjamin mutu pengelolaan dan mutu materi yang 

tersedia dalam aplikasi atau sistem informasi dimaksud, serta dapat diakses oleh publik 

sebagai wadah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan membuka ruang partisipasi yang 

bermakna bagi stakeholders lembaga pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) serta 

publik pada umumnya. 

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah 

berpendapat, telah ternyata proses pembentukan UU 6/2023 secara formil tidak 

bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UU 6/2023 tetap mempunyai kekuatan 
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hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah tidak 

beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan 

para Pemohon untuk seluruhnya.  

 

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) 

Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) 

dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim 

Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya 

Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, Hakim 

Konstitusi Suhartoyo juga memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan para 

Pemohon dinyatakan prematur dan Mahkamah sebelum menjatuhkan putusan akhir, melalui 

putusan provisi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memenuhi amar 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 


